
  

 
 

 

 

 
BUPATI LUMAJANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN  BUPATI  LUMAJANG 
NOMOR 1 TAHUN 2018 

 
T E N T A N G 

 
PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN  

KEPADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  

TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUMAJANG, 
  

Menimbang   :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

 

  b. bahwa untuk tertib dan kelancaraan pengelolaan keuangan 

Daerah pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 

Anggaran 2018, perlu ditetapkan Pemberian Uang 

Persediaan  dengan Peraturan Bupati. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor  19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  9 ) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4355); 

4.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4400) ;  

5.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 

SALINAN 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5234) ;  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 

2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018; 

13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018. 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN 

KEPADA  PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH  KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

Pasal  1 
 

( 1 )  Dengan Peraturan Bupati ini diberikan Uang Persedian 
kepada Perangkat Daerah/ Unit Kerja Tahun Anggaran 2018 

dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Bupati ini. 

 
( 2 ) Dikecualikan dari ketentuan pemberian Uang Persedian 

sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap Rumah Sakit 
Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah. 
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PARAF KOORDINASI 
Jabatan Paraf Tanggal 

Sekda   

Asisten   

Ka. BPKD   

Kabag.Hukum    

 

Pasal  2 

 
Penyerapan Uang Persedian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat ( 1 ) , dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut : 
1. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran  

menerbitkan     Surat Perintah Membayar Uang Peresediaan 
(SPM – UP); 

2. SPM-UP yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / 
Kuasa Pengguna Anggaran diajukan kepada Kuasa 
Bendaharawan Umum Daerah ( Kuasa BUD ) untuk 

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan 
(SP2D– UP). 

 
Pasal  3 

 
Penggantian Uang Persediaan dapat dilaksanakan dengan 
ketentuan apabila Uang Persediaan yang diterima telah  

dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 
70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah total Uang Persediaan. 

 
Pasal  4 

 
Penatausahaan pertanggungjawaban atas penggunaan Uang 
Persediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), 

dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati 
Lumajang Nomor 74 Tahun 2017  tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2018. 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lumajang. 

 
Ditetapkan  di Lumajang 
pada tanggal  02 Januari 2018 

 
BUPATI LUMAJANG 

 
ttd. 

 
Drs. H. AS’AT, M.Ag 

Diundangkan di  Lumajang 

Pada tanggal   02 Januari 2018 
    

SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN LUMAJANG 

 
ttd. 

 

Drs. GAWAT SUDARMANTO 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19651217 199003 1 007 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 1 


